
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

 NOMOR 1003 TAHUN 2020 

TENTANG 

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  

KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

TAHUN 2020-2024 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  a. bahwa untuk meningkatkan kualitas kinerja 

organisasi yang berdampak pada peningkatan 

efektivitas pelaksanaan tugas dan mutu pelayanan 

kepada masyarakat, serta guna mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang baik, perlu 

menyelenggarakan program reformasi birokrasi di 

lingkungan Kementerian Perdagangan secara 

terencana dan terarah; 

  b. bahwa agar penyelenggaraan program reformasi 

birokrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

dapat terlaksana sesuai dengan sasaran dan target 

yang telah ditetapkan, perlu menyusun road map 

reformasi birokrasi Kementerian Perdagangan tahun 

2020-2024; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan 

tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian 

Perdagangan Tahun 2020-2024; 

 

79



- 2 - 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

  2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  3.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

  4.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembagunan Jangka Panjang Nasional 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

  5.  Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang 

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

  6.  Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang 

Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan 

Tim Reformasi Birokrasi Nasional; 

  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 

2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map 

Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan 

Pemerintah Daerah; 

 

MENETAPKAN: 

Memutuskan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG ROAD 

MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN 

PERDAGANGAN TAHUN 2020-2024. 
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KESATU : Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan 

Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Road Map 

Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan Menteri ini.  

 

KEDUA : Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan 

Tahun 2020-2024 merupakan panduan dalam 

melaksanakan rencana kerja tahunan atau rencana aksi 

reformasi birokrasi serta mengevaluasi pelaksanaan 

program, kebijakan, dan kegiatan reformasi birokrasi di 

lingkungan Kementerian Perdagangan. 

 

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan.   

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 9 November 2020 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

AGUS SUPARMANTO 
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